












1. Perubahan acuan normatif disesuaikan dengan peraturan perundang-undanganterbaru

2. Penetapan KP2B dalam RTRW Prov/Kab/Kota sesuai dengan amanat UU41/2009

3. Penambahan ketentuan mengenai KLHS sesuai amanat UU 32/2009 dan PP46/2016

4. Penambahan data dan informasi tentang kebijakan sektoral dalam penyusunanRTRW
Prov/Kab/Kota, salah satunya terkait RZWP3K sesuai amanat UU 1/2014 dan UU 23/2014

5. Penguatan aspek kebencanaan dalam penyusunan RTRWProv/Kab/Kota

6. Penyesuaian nomenklatur rencana struktur ruang dan rencana polaruang

7. Penambahan data dan informasi pertanahan dalam penyusunan RTRWProv/Kab/Kota

8. Menghilangkan muatan mengenai PKN promosi, PKW promosi, dan PKLpromosi

9. Penetapanbagiandari wilayah Provinsi tentang arahanPeraturanZonasidan RTR KSPnya

10. Penegasanpengaturan ruang secaramenyeluruh baik ruang darat, ruang laut,

11. Penetapan bagian dari wilayah kabupaten dan kota yang akan disusun RDTRnya

12. Penegasan pengaturan ruang secara menyeluruh baik ruang darat, ruang laut, ruang  udara, dan ruang dalam bumi 
dalam RTRWProv/Kab/Kota

13. Pembaharuan mengenai peninjauan kembali RTRWProv/Kab/Kota

14. Penambahan ketentuan mengenai jumlah minimal konsultasi publik dalam penyusunan  RTRWProv/Kab/Kota

15. Penambahanketentuan mengenai berita acara pembahasan denganwilayah yang  berbatasan

16. Pembaharuan ilustrasi peta

17. melibatkan masyarakat secara aktif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Provinsi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

Ç 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi ;

Ç 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten ; dan

Ç 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota,

Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN  Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi , 

Kabupaten , dan Kota
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Kebutuhan Data Mendesak

ÅPK RTRW Parigi Moutong>>DistaruParigi Moutong

ÅPerkembanganParadigmaPenataanRuangBangkep>>DistaruBangkep

ÅData MigrasiMasuk/Keluar,Kelahiran, Kematian>>DinasKependudukanProvinsi

ÅTransmigrasi>> DinasTransmigrasi

ÅLokasidan Luas (SHP) Kawasan PertanianPanganBerkelanjutanKP2B>> DinasTanamanPangandan 
Holtikultura

ÅKawasan Keselamatandan OperasionalPenerbanganKKOP Penerbangan>>Dishub/BandaraSis Aljufri

ÅKawasan PertahananKeamanan>> TNI

ÅTora Hasil Invert dan Non Invert >> BPN

ÅSHP RZWP3K secaralengkapFolder Petanya>> DinasKelautandan PerikananProvinsi

ÅSebaranPPKH>> DinasKehutanan



Keputusan Menteri PerhubunganNomor: KP 
414 Tahun2013 TentangRencanaInduk
PelabuhanNasional, Pengaturanterkaitdengan
penetapanfungsi, kewenangandan 
tanggungjawabdalamsystem kepelabuhanan

PermenATR/BPN N0.1 
Thn.2018 Menghilangkan
muatan mengenaiPKN 
promosi, PKW promosi, 
dan PKL promosi


